
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.904, 2016 BASARNAS. SAKIP. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL

NOMOR PK. 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyeragamkan penyusunan

Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja,

Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Reviu

dan Evaluasi Kinerja oleh seluruh pimpinan unit kerja di

lingkungan Badan SAR Nasional, perlu menetapkan

Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tentang Pedoman

dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di Lingkungan Badan SAR Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);
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3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian

dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 5600);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun

2007 tentang Badan SAR Nasional;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-

01/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala

Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 684);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN

SAR NASIONAL.

Pasal 1

(1) Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan SAR

Nasional yang selanjutnya disebut Pedoman, wajib

diikuti, diacu, dan dilaksanakan oleh seluruh tingkat
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Unit Pelaksana Teknis (UPT), Unit Kerja Eselon II, Unit

Kerja Eselon I dan Tingkat Badan di Lingkungan

Badan SAR Nasional.

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

a. rencana strategis;

b. perjanjian kinerja;

c. pengukuran kinerja;

d. pengelolaan data kinerja;

e. pelaporan kinerja; dan

f. tata cara reviu atas laporan kinerja

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku,

Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 21 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan SAR

Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 April 2016

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd

FHB. SOELISTYO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
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PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL

NOMOR PK.4 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI SISTEM

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN SAR

NASIONAL.

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa

penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas

Kinerja secara berjenjang mulai dari Tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), Unit

Kerja Eselon II, Unit Kerja Eselon I dan Tingkat Badan. Dalam Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdapat klausul

yang menyebutkan bahwa menteri/pimpinan lembaga dapat memperluas

praktek penyusunan perjanjian kinerja sesuai kebijakan internal dan

menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian

perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut, Badan SAR Nasional

memandang perlu untuk membuat suatu pedoman yang akan menjadi dasar

pelaksanaan di dalam penyelenggaraan SAKIP. Pedoman ini menjadi bagian

pelaksanaan reformasi birokrasi yang terkait dengan pengelolaan akuntabilitas

kinerja di Lingkungan Badan SAR Nasional. Seperti tertuang dalam Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan SAKIP mencakup 6

(enam) unsur, yakni: Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran

Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu dan Evaluasi

Kinerja. Mekanisme pelaksanaan dari unsur-unsur tersebut sudah jelas

tertuang dalam ketentuan perundangan-undangan, termasuk petunjuk

teknisnya. Namun, perlu adanya pedoman dalam proses pelaksanaan dari
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